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PBB dan Perdamaian Dunia
fflAIIUN 2015 ini, Perserikatan Bangsa-
f Bangsa (PBB) tepat berusia 70 tahun.
.L PBB lahir tanggal 24 Oktober 1945, pas-
ca Perang Dunia II, dengan semangat perda-
maian. Setelah tqiuh dekade menjadi ibu para
bangsa, masih muncul kegelisahan sejauh ma-
na PBB telah menunjukkan pencapaian yang
optimal dalam mengupayakan perdamaian
dunia. Sebagai wadah interaksi internasional,
PBB masih terus mengalami dilema tarik-me-
narik kepentingan negara-negara super power.
Gagasan perdamaian dunia terus bergulir
dari masa ke masa. Sejak abad ke-17 telah
muncul tulisan tentang hukum perang dan
damai karya Hugo de Groot. Selanjutnya pada
tahun 1859, tergerak oleh rasa kemanusiaan
atas banyaknya korban permB, Henry Dunant
mendirikan Palang Merah hrternasional. Demi-
kian pula pasca Perang Dunial, Woodrow Wil-
son berhasil mendirikan Liga Bangsa-Bangsa
(LBB). Cikal bakal dari PBB ini didirikan unhlk
menyelesaikan berbagai persoalan pasca pe-
rang dan mencegah terjadinya kembali perang.
Sayang LBB hanya bertahan sekitar 20 tahun
dan Perang Dunia II pun meletus.
Menjelang berakhirnya Perang Dunia II,
para wakil dari tiga negara Sekutu yakniAme-
rika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris berembuk.
Gagasan akan perlunya sebuah organisasi in-
ternasional unfuk memelihara perdamaian du-
nia kembali bergulir. Mekanisme perdamaian
perlu segera diciptakan agar begitu Perang Du-
nia II berakhir tidak muncul perang yang baru.
Para pendiri PBB ini belajar dari kegagalan
LBB dengan bersikap lebih realistis.
Masalah Palestina
PBB merupakan media yang merefleksikan
kepentingan banyak negara. Setiap negara ten-
tu memiliki persoalan dan kepentingannya ma-
sing-masing yang tidak ingin diintervensi oleh
negara lain. Kehadiran PBB selama ini diha-
rapkan dapat menjadi penengah dengan bersi-
kap netral dalam membantu penyelesaian kon-
flik atau sengketa yang te{adi antarnegara.
Hendna Kumiawan
Sayangnya seringkali PBB mengalami ketidak-
berdayaan saat menghadapi dominasi kekuat-
an negara-negara besar. Keterikatan ini mem-
buat PBB belum mampu sepenuhnya menjadi
organisasi internasional yang independen da-
lam menyrarakan nilai-nilai universal.
Baru-baru ini jelang usianya yang ke-70,
PBB mengambil keputusan berani terkait de-
ngan status Palestina. Sudah lama konflik
Israel-Palestina tak kunjung usai dan mengun-
dang keprihatinan dari banyak negara. Setelah
penantian yang panjang, pemungutan suara di
Majelis Umum PBB pada pertengahan Septem-
ber lalu memutuskan bendera Palestina boleh
dikibarkan di kantor pusat PBB. Meskipwr sta-
tusnya masih sebagai pengamat, namun kepu-
tusan ini merupakan suatu kemajuan bagi ma-
sa depan Palestina.
Tanggal 30 September 2015, diselenggara-
kan upacara simbolis yang menandai pengibar-
an bendera Palestina di kantor pusat PBB di
New York. Presiden Otorita Palestina, Mah-
moudAbbas hadir dalam suasana haru dan de-
ngan takzim mencium bendera negaranya se-
belum dikibarkan untuk pertama kali di mar-
kas organisasi negara-negara dunia tersebut.
Dalam upacara yang dipimpin oleh Sekjen
PBB. Ban Ki-moon. MahmoudAbbas memberi-
kan sambutan yang berisi harapan agar Pa-
lestina kelak segera diberi statw keanggotaan
penuhPBB.
Di tengah kebuntuan proses perdamaian
Israel-Palestina, keputusan PBB ini bagaikan
setetes embun di padang pasir. Sekalipun kecil,
namun menunjukkan adanya perhatian dari
negara-negara lain melalui PBB dalam upaya
mendukung hak-hak hidup rakyat Palestina.
Tbntu ini amat melegakan sebagai sebuah sen-
tilan keras bahwa perdamaian jauh lebih uta-
ma ketimbang keegoisan dalam membela
kepentingan politik maupun ekonomi yang
melatarbelakangi perselisihan.
Peran Indonesia
Berbagai persoalan yang membelit dalam
konflik Israel-Palestina semestinya dapat sege-
ra diakhiri. Kuncinya negara-negara yang ter-
kait harus menemukan kesadaran bahwa hi-
dup damai dan berdampingan menjadi penentu
masa depan dunia. Termasuk Indonesia juga
'mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita
ikut mewujudkan ketertiban dan perdamaian
dunia. Indonesia harus tegas dalam keberpi-
hakannya pada kemanusiaan dengan membela
mereka yang lemah dan tertindas.
Di sisi lain, keputusan ini juga patut di-
apresiasi sebagai sebuah ketegasan dan piiih-
an yang bijak. PBB tengah berusaha untuk
memfasilitasi berbagai masukan dari banyak
negara, tidak melulu negara-negara super po-
wer yang senantiasa dinomorsatukan. Sikap
seperti ini tentu perlu terus didukung agar
PBB tidak menjadi lembaga boneka yang ber-
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